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Viewer Jurnal  

 

1. Arie Hutagalung, Praktik Pembebanan dan Pelaksanaan Eksekusi Hak 

Tanggungan di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-38, 

No-2, April-Juni 2008 mengenai “pelaksanaan pembebanan lembaga 

jaminan dengan hak tanggungan harus didahului dengan perjanjian pokok 

yaitu perjanjian utang piutang yang kemudian dibuat perjanjian pemberian 

hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda terkait di atasnya yang 

disebut dengan perjanjian tambahan (accesoir). Hak Tanggungan bukan 

merupakan perjanjian yang berdiri sendiri. Keberadaannya adalah karena 

adanya perjanjian lain, yang disebut perjanjian pokok. Salah satu perjanjian 

pokok bagi perjanjian Hak Tanggungan adalah Perjanjian Kredit yang 

menimbulkan utang yang dijamin. Pembebanan Hak Tanggungan tersebut 

akan berguna bagi pelaksanaan penyaluran dana kredit apabila debitur 

wanprestasi dan akan dilakukan eksekusi terhadap debitur yang 

wanprestasi”. 

2. Denico Doly, Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya, 

Negara Hukum : Vol. 2, No. 1, Juni 2011 mengenai “salah satu kegiatan 

pendaftaran peralihan dan pembebanan hak adalah pembebanan hak 

tanggungan. Pembebanan hak tanggungan dilakukan untuk menjamin kredit 
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yang diberikan oleh Bank kepada debitur, pihak bank mensyaratkan adanya 

agunan (collateral).” 

3. Elfazahra Suardi, Penerapan Hak Tanggungan Elektronik (HT-El) Dalam 

Rangka Pelayanan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Binjai, Jurnal 

Rectum, Vol. 4, No. 2, (2022) Juli, Universitas Pembangunan Panca Budi, 

Medan, Semarang mengenai “Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional yang kemudian disebut dengan Kementerian ATR/BPN 

merupakan lembaga yang memberikan pelayanan publik di bidang 

pertanahan dengan salah satu misinya adalah Menyelenggarakan Pelayanan 

Pertanahan dan Penataan pedoman penyelenggaraan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, 

terjangkau, dan terukur.” 

4. Fenti Anita Sari, Pelaksanaan Roya Melalui Sistem Elektronik Terhadap 

Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet Di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Batang, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, (2019) Juli, Fakultas Hukum, 

Universitas Stikubank, Semarang mengenai “sesuatu yang diberikan dan 

digunakan untuk membuat kreditur percaya bahwa debitur akan 

melaksanakan kewajibannya ialah jaminan. Hal ini dapat diukur dengan 

uang yang diterima dari kewajiban tersebut.” 

5. Syuryani, Roya Hak Tanggungan, Pagaruyung Law Journal Volume 2 No. 1, 

Juli 2018, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat mengenai 

“pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak 
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Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di 

dalam perjanjian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

perjanjian hutang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang 

menimbulkan hutang tersebut. Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada 

Kantor Pertanahan. Pendaftaran tersebut dilakukan selambat-lambatnya 7 

(tujuh) hari kerja setelah penandatangannan Akta Pemberian Hak 

Tanggungan (APHT). Apabila hutang debitur sudah lunas kepada pihak 

kreditur, maka selanjutnya dilakukan Pelaksanaan roya Hak Tanggungan 

pada Sertipikat Hak Milik yang dijadikan jaminan pada Kantor Badan 

Pertanahan (BPN) daerah setempat.” 

6. Yusuf Bagus Purnama, Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Roya 

Hak Tanggungan, Al-Qanun, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum 

Islam Vol. 21, No. 1, Juni 2018, Universitas Narotama, Surabaya mengenai 

“Hak Tanggungan berfungsi untuk menjamin pelunasan terhadap utang 

berdasarkan perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan 

hubungan utang-piutang yang bersangkutan.” 

 

 

 


